Menimbang

Mengingat

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 16§ TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 20 17;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negéra
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimena telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Ncmor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukian
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi d@n
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55|$87)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Datlrrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); !

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu?ka.n
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolatlan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No | or
4578); T

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 'I‘a.mbal'*an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); |

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun

2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);



Menetapkan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 TahyLn

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAN
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTAI;\IG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERL‘\H
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.010.395.662.000,88 bertambah sejumlah
Rp.102.766.973.257,13 sehingga menjadi Rp. 1.113.162.635.258,01 dengan rincian sebagai

berikut :
1. Pendapatan
a. Semula Rp. 961.104.007.281,02
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 66.726.333.858,88
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.010.395.662.000,88
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 102.766.973.257,13
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Defisit setelah Perubahan
3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 50.791.654.719,86
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.040.639.398,15

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

1.027.830.341.140,00

1.113.162.635.258,01
(85.332.294.118,01)

86.832.294.118,01




" b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan

setelah Perubahan

Pasal 2

Rp. 1.500.000.000,00
Rp. 85.332.294.118,01
Rp. 0,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 41.945.983.890,02
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.382.027.906,98
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 815.018.070.150,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.344.305,952,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 104.139.953.241,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Jumlah Pajak Daerah
1) Semula Rp. 14.524.892.093,02
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 343.627.906,98
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 6.513.071.758,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 115.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp.

70.328.011.797,00

Rp. 853.362.376.102,00

Rp. 104.139.953.241

|00

Rp. 14.868.520.000,00

Rp.  6.628.071.758,

00




c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 4.800.000.000.00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.200.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 6.000.000.000,00

Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 16.108.020.039.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.723.400.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 42.831.420.039,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 128.786.193.150,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.620.388.952,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 138.406.582.102,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1) Semula Rp. 537.929.801.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.724.848.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 533.204.953.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Semula Rp. 148.302.076.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.448.765.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 181.750.841.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari :

a. Dana Hibah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 |
Jumlah Dana Hibah Rp. 0,00

b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Rp. O,ii)O




Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 35.390.270.241,00
0,00

-3
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
|

Rp. 35.390.270.241,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp. 60.169.683.000,00

1) Semula
0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 60.169.683.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 8.580.000.000,00 ‘
0,00

€.
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya

Rp.  8.580.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 541.244.445.102,11

1) Semula
(20.212.191.405,87)

2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
Rp. 469.151.216.898,77

1) Semula
122.979.164.663,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 592.130.381.56

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja Pegawai
Rp. 388.374.487.187,11

1) Semula
(20.719.923.749,07)

2) Bertambah /(berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Bunga

0,00
0,00

Rp.

Rp. 521.032.253.696,24

1,77

Rp. 367.654.563.438,04

0,00




c. Belanja Subsidi
0,00

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

Rp.

d. Belanja Hibah
Rp. 16.933.773.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.024.546.000,00
Rp. 17.958.319.500,00

Jumlah Belanja Hibah

1) Semula

e. Belanja Bantuan Sosial
Rp. 1.000.000.000,00

1) Semula
Rp. (900.000.000,00)

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000,00
!

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
Rp. 1.936.402.000,00

Rp. (127.867.752,00)

f.
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Rp.

Pemerintahan Desa

1.808.534.248,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
Rp. 131.199.782.415,00

1) Semula
Rp. 511.054.095,20

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan  Rp.
Pemerintahan Desa

h. Belanja Tidak Terduga
Rp. 1.000.000.000,00

1) Semula
0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai

Rp. 59.493.207.744,71

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.797.230.135,00
Rp. 64.290.437.879

Jumlah Belanja Pegawai

1) Semula

132.510.836.510,20

71




b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 215.594.186.385,27
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.495.354.503,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 241.089.540.888,27

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 194.063.822.768,79

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 92.686.580.025,00

Jumlah Belanja Modal Rp. 286.750.402.793,79
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 50.791.654.719,86
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.040.639.398,15
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 86.832.294.118,01

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 1.500.000.000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan !
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
1) Semula Rp. 50.791.654.719.86

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.040.639.398,15

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 86.832.294.118,01
Sebelumnya (SILPA)

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. 0,00

Dipisahkan




d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0.00 |
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 1.500.000.000.00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 1.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan KMK/KL)

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan Rp. 0,00

KMK/KL)




Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : |

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD; |

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerlh,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daeréh,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan denTan
Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.




Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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